
Menimbang : fi.

GUBERNUR s$'liirpna urann
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAFIUN 2017

TENTANG

ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMATTUHAN YANG [4AHA ESA

OUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkail Pasal 31I ayet (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmorintahan Dacrah,

rre yatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja DadrRh dis$tal peqielasan dan dokurncn-dokurnen pendukungnya kepada DPRD BeBuai dengdfi waktu
ydtlg ditentukdn oleh kctentuan pciaturau pcrundRf,rg-urldEngan untuk mempcroleh pcrsqtujuan bersarnal

bahwa Pcraturan Deerah tentang AnBgarafl Pendapaian dan Belanja Daerah (APBD) yang diqiukan bebogeimafla

dirnaksud dalam huruf a, merupakao perwujudan dari Rcncana t{eda Pcmednta} Dacrah Tahun 2018 yang

ddabarkan hc dalam Xebiiakaa Umum APBD certa ftioritaE dan Plafon Anggars,tl Scmerrtara yang telah diaopakati

bergama antara Pcmerintah Daerah dcflgan DPRD pada targgal 2, November 20171

bahwa berdaBarkan pertimbangari eebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu mcnetapkan Perafl.rran

Daerah tcntang Anggaran Pendapatan dan Belenja Daereh Provlusi SulnatcrE Utara Talun AnEgaran 20X8.

b,

C.
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Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentEng Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh da! Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndone8ia Tahurr 1956 Nomor 64,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Xeuangan Negara (L€mbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2003

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Ir:donesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O04 Nomor 5, Tambahan L€mbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-UndEng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TEmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1o4, Tambahsn L€mbaran Negare Republik Indonesia Nomor 4421);

6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun ?004 tentang Perimban8an Keuangan Antara PemerintEh Pu6at darl Pemerintahan

Dacrah (Lembaran N€gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan l,€mbar:an Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 4438);

7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teotang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentahg Perubahan Kedua atas Undaag-Undang Nomor

23 Tahun 2Ol4 tentarig Pemerint han Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negsra Reputrlik Indoncsla Nomor 6679)

8, Peraturan Pemerihtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembarafl Negara Republlk Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4575);

9. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahur: 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

::-r-;;;. ...J-..--.- rlouror ro6, lamoanan l€mbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanS Sistem lnformasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20lO Nornor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Kcuangan Daefah (Lcmbaran Negara Republik

I donesia Tahun 20oS Nornot 140, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 te tang Pelaporan Keuangan dan Xinerja Instansi Pemerlrrtah (Lembaran

Negara Republik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahen L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 461.4)i

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talun 2010 tentang Tata Cara Pela.ksanaan T\rgas dan WewenExg serta Kedudukpa

Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerlntah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indoneela Tahun

2010 Nomor 25, Tambahafl lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) eetragaimaaa telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Talun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

t€ntan8 Tata Cara Pelaksanaan Ttrgae dan Wewenang serta Kedudukan l{euongan Gubcrnur sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan lrrnbaran
Ncgara Republik lndoneiia Nomor 5209);

13. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan darr Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembarafl Negara Republik Indonesia Talun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6041)i

Peraturdn Pemerirlts.h Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hat Keuangan dan Administatif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakrlan Rakyat Daerah (I*mbaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Mentcri Dalam Negeri Republik Indonc$ia Nomor 13 ?ahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalafi Negeri Nomor 21 Tahun
2oti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahuh 2006 tertaflg Pedoman

; -..r-.-.--.' ^'.*l6Larr u4Erau;

10.

1i.

T2,

14.

15.
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16' Peraturan Menteri Dalam Negeri Republ& Ifldoncsla Nomor 33 Tahun 2017 teqtang pedoman penJ,usunan Anggaran
Pendapatari den Belaqia Daerah Tehufl Anggaran 201g;

Dengan Feruetujus.n Bersarna
DMWAN PHRIUAKIIAN RAHYAT MAMHAH PROVINSI $UMATMRA UTARA

Dan

$UBERNUR $UMATERA UTARA

I\4MMUTUSI(AN:

Menetapkan PBRATURAN MAERAH TMNTANG ANG#ARAN

TAHUN AN#SAKAN 2018.

PMNAAPATAN NAN BELANJA DAHRAH PROVINSI SUh{ATMRA UTARA

Pasel I

Angg*ran Pendapatan dan Belanja DaerEh Frovinai $urnatsrs Lltara Tahun Arrggaran 4018, adalsh sebagai berikut I

1. Fendapatan

2, Belanjm

$urplur/Defisit

B, Fembiayaan

e.. Penerimrs"an

b. Peng*luarnn

Jumlsh Fembiayaarr Netto serelah perubahan

$isa lebih pembiayaan enggaran setelah perubahan

Rp,

Rp.

1.s.0s7.$89,4?8. S54,06

1 s,967" SSg,47S.$54,00

Rp. (8$0.000.000.000,00)

Rp,

Rp.

9s0.p00,000,000,00

0,00

Rp.

Rp"

8ss.000,000,000,00

0,0fl
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Pasal 2

t1) Pendapatan Da.erah sebagaimana dimaksuel dalam Pasai i terdiri ds.ri :

Pendapatan Asli Daerah

Dn"na Perimbangan

Lain'lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(2) Fenctapatan Asli Daerah sehagairnana dirnaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari jeni*
a. Pqiak Daerah

b, Retribusi Daerah

c, Ha*il Fengelolaan Kekayaan Saerah yang Dipisahkan
d. Lain-Lain Pendapatan Asll Daerah yang $ah

Rp.

Rp.

Rp.

a.

b,

c"

pendapatan:

5"7e2.42S.486.I54,0n

7"09S"$S0"099.$oCI,00

9.5$S.902.$0CI,00

s,? 14.8p?. 141.497,00

37,59S.094"S00,00

s 18.419,076.?95,00

161.51$.183.762,0A

$84.P 1S.71/+.figg,00

2,629.224.54$.000,00

4,082. iSS.830.000,00

Rp.

Rp,

Rp.

Rp.

(S) Dana Periffibs.ngan sebagairnana dinnaksud pada ayet (I) huruf b rerdiri dari jonir pendapntan
&, Dana Hasll Fnjak/Bagi Itasil Bukan Fajak

b. Dana Alokaei Umum

e . Dana Alnkaei Kkrusr.rs

Rp.

Rp,

Rp.

(4) L&in-Lein Pendapatan Daarah Yaug Sah sabegaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenla pendapatan :

a, Pendapatan Hibah Rp. 9.593.902.500,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khueus Rp. o,0O
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdirl dari :

6.. Belanja Tidek Langsung

b. Belaqja Langsung

l2l Belanja Tidak Langsung sebagaimana dinraksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belaqja :

a. Belaqia Pegawai

b, Belarqja Hibah

c. Betaqja Bagi Hasil kepada Provirrsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan

Partai Politik

e. Belanja Tidak Terduga

(Sl Belartrje Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja I

s.. Belanja Pegawai

b. Belaqia Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Pasal 4

{U Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a, Penerimaan Pembiayaan

Rp.

Rp.

9.287 .573.660.704,21

4.579.965.817.849,79

s.435.906,084.188,21

8.62I.014,79+,289,00

t,577.209.0?8.487,00

s89.443.753.800,00

64.000,000,000,00

159.017.939.040,60

?,520.$ 16,694,1$4,49

1.900.43 1 . I 8.+.65 4,7O

Rp,

Rp,

Rp,

Rp.

Rp,

Rp,

Rp,

Rp.

830.000.000.o00,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lEbih Perhitungan Anggalan Daerah Tahufl Anggaran Sebelumnya Rp. 830.000.000.000,00

{3) Pengeluaren sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a" Penyertnan Mr:dal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian L€blh lanjut lnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Srmatera Utara Tahun Anggaran 2018 scbagairnana dimakeud

dalam Pasal 1, tercsntum dalah Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdifl dari :

1. Lampiran I Rlngkacan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD meflurut Uru;an Pemerintahan Dacrah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran Mekapitulasi Belaqia menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD, Program dan Kcgiatan;

5, Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Kecclarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerlntahan Dqerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6, Lampiran VI Daftar Jurnlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran rfil Daftar Piutang Dacrah;

8. L&mpiraa vlU DaJtar Pcnyertaah Modal (lnvestasl) Daereh;

9. Lampiran IX Daftar Perkirean Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

:;.;..,y",-,,,, r,,arrar yerl<lraan Penambahan dan Pengurangan Aset Iainuya:
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a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi Eecara berulang;

c. berada di luar kendall dan pengaruh Pemerintah Provinsil dan

d, mcmilikl dampak yang signifikarr tcrhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) S€iain keadaon darurat sebagalmana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula bclar\ia untuk keperluan mcndesak yang kriterianya

mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan daear masyarakat yang anggarannya belum terscdia dalam tahun anggaran be{alan;

b, keperluaf,i mendeeak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan keruglan yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan

masyarakati dan

c. pmgram dan kegiatan lain yang anggarannya haru6 tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan bcla.nja Uda* t€rduga.

(5) Dalam hal belanja tldak terduga tidak mcncukupi dapat dilakukan:

a. meflggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinelja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggar.rn

berjalan; dan/atau

b. memaofaafl<an uang kas yang tersedia.

Pasal 9

(1) Pcndanaan kcadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (4) dapat dilakukan dengan merrggunakan belanja tldak tcrduga

secara langsung dan/atau melakukar pengge8eran dari bela4ja tidak terduga meqjadi belanja langsung yang berbentuk program dart

kegiatan pada SKPD.

(2) Pelak8anaah pengeluaran belanja tidak terduga secara largsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlcbih dahulu ditetapkan dengan

Peraturan Gubemur.
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